No. 1384 1982

- PERSEROAN? TERBATAS,
PERSEROAN? FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN? KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R.'l. tanggal 17/12 — 1982 No. 101.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurnt pasal 38 dari
Bukn Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.
»p.T, BBL LEASING INDONESIA”.

Nomor 74,

Pada hari ini, hari Senin, tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus

delapan pufuh dua (7-6-1982). .

Hadir di hadapan saya, Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakaita, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal
dan aKan disebii nama-namanya pada bagian akhir akta ini:

1. tuan. Suyanto Gondokusumo, pengtsaha, bertempat finggal i
Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai
kuasa darj dap scbagai demikian untuk dan atas nama perseroan
terbatas : “P.T. Dharmala Sakfi Sejabtera”, berkedudukan di Ja-
karta, yang anggaran dasarnyz felah diumumkan dalam Tam-
bahan pomor 317 dari Berita-Negara Republik Indonesia ter-
tanggal emam belas Maret seribu Sepnibilan ratus delapan puluh
dua (16-3-1982) nomor 22, berdasarkan surat kuasa tertangsa’
tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua (7-6-1982);
“yang dilekatkan pada minit akta ini;

2. twan Adisorn Tantimedh, bankir, bertempat tinggal di Jakarta,
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa
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dari dan sebagai demikian uniuk dan atas nama : Bangkok Bank
* Limited, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-
undang Negara Kerajaan Muangthai yang mempunyai kantor-
kantornya di Suapa Road nomor 9, Bangkok, Muangthai,
berdasarkan surat kuasa tertanggal sepulub, Nopember seribu

sembilan ratus delapan puluh satu (10-11-1981), yang dilekatkan

pada minit akta ini.

Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudikan ter-

sebut .di atas dengan ini terlebih dabulu menerangkan sebagai be-
riknt ; '

bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesiy telah mengeluarkan
-persetujuan prinsip unfuk mendirikan suatu perseroan kerja-sama
yang berusaha dalam bidang leasing di Indonesia sebagaimana di-
tentukan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesai nomor
S-123/MK.11/1982 tertanggal tiga April sertbu sembilan ratus de-
lapan puluh dua (3-4-1982);

bahwa berdasarkan persetujuan tersebut di atas perseroan terbatas
"P.T. Dharmala Sakii Sejuhtera® dan “Bangkok Bank Limited”
telah bersstuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasar-
kan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan Negara
Republik Indomesiz dalam rangka Keputusan Bersama Menteri
Kenangan, Menterj Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia nomor Kep-122/MK IV 2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974
dan nomor 30/Kpb/I/74, tertanggal tujuh Pebruari seribu sembilan
ratus tujuh pulub empat (7-2-1974) dan dengan anpgaran dasar se-
bagaimana disebutkan di bawah ini

Nama dan tempat kedudukan.
Pasal 1.

1. Perseroan ini bernama: "P.T. BBL Leasing ¥ndo-
nesia”, berkedudukan di Jakarta.

2. Persceroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang serta
perwaldlan-perwakilan dj tempai-tempat lain baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana akan ditetapkan oleh
Direksi dengan persetujuan terlebih dazhulu dari Dewan Komisaris.
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Saat permilaan dan jangka waktu berdiri
Pasal 2.

Persezoan ini didirikap untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima)
tahun lamanya berfurut-turnt, dimulai pada hari anggaran fiasar ini
disetujui oleh pihak yang berwajib, demikian dengan n;cngmdahkan
apa yang ditetapkan dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-
undang Hukom Dagang Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan
‘Pasal3.

Maksud dan tujuan persercan, adalah :

1. Menjalankan usaha dalam bidang leasing sebagaimana ditentu-
kan berdasarkan Undang-undang serta peraturan perundang-undang-
an yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan
Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia nomor Kep~122ﬂstK/IV/2/19?4.
nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/If74, -tertanggal tujuh

" Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (7-2-1974).

2. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan
tujuan tersebut dalam ayat di muka dan akan rr_xenjalankan usaha-
usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan
sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan lain, depgan Cara
dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, tanpa mengurangt Um.iang-
undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Ne-
gara Republik Indonesia.

Modal
. Pasal 4,

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp. 4.800.000.000,— (empat
milyard delapan ratus juta rupizh) terbagi atas: 100 (seratus) saham
prioritas, dan 4.700 {empat ribu tujuh ratus) saham blgsa, masing-
masing macam saham besarnya Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah)

- . nominal.
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2. Saham-saham prioritas dan saham-saham biase tersebut di atas
telah diambil baglan/ditempatkan oleh dan dikeluarkan kepada :

2. Bangkok Bank Limited : 60 (eram puluh)
sallam prioritas dan 1.020 (seribu dus pu-
fuh} saham biasa, seharga nominal seiuruh-
nya satu milyard delapan puluh iuta rupiah

117 ) ORI Rp. 1.080.000.000-<

b, P.T. Dharmala Sakti Sejahtera : 40 (empat
puiluh} saham prioritas dan 680 (enam raius
delapan puluh) saham biasa, seharga nomi-
nal seluruhinya. tujuh ratus dua pulub juta

rupiah 81AL e w - 7120.000.000,—

atay scluruhnya berjumiah 100 (seratus)
sahum prioritas dan 1.700 (seribu tujuh rains) ‘
seham biasa, seluruhnys seharga ............. Rp. 1.800.000.000,—
(satu milyard delapan ratus juta rupiah). .

3. 100% (seratus persen) dari tiap-tiap harga saham prioritas dan
ssham biasa yaog telah ditempsatkan atau seluruhnya  berjumlak
Rp. 1.800.000.000,— (satu milyard delapan ratus juta rupiah) harus
disetor dengan uwang tunai dan;atau dengan barang~barang selambat-
lambatnya pada hari anggaran dasar perseroan imi disghkan oleh
pihak yang berwajib.

4. Saham-saham yang belum ditempatkan aken dikeluarkan ber-
dasurkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk me-
lakukannys, ketentuan serta syarat-syarat mengenal pengeluaran
saham-saham baru tersebut juga harus ditetapkan oleh Rapat Umum
Para Pemegang Saham.

5. Seluruh modal dasar harus sudah dikeluarkan dan disetor peauh
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak hari anggaran dasar
ini disahkan oleh pihak yang berwajib.

6. Dalam hal pemegang saham lafai'melakukan pembayaran ke-
pada peseroan untek setiap jumizh yang masih harus dibayar atas
saham-saham yang telah dikeluarkan atan yang akan dikeluarkan
oleh perseroan, Direksi berhak untuk menagih pembavaran itu kepada
pemegang saham tersebut demgan memberikan kepada pemegang
saham itu snatu surat penagihan sedikitnya L4 (empat belas) harj so-
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belum tanggal pembayaran yang diteixt-ukali_ oleh Direksi dalam surai
penagihan itu. .

7. Bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam wal_ctu 14 (empat
belas) hari-sejak tanggal yang ditetapkan dalam penagihan tersebut,
maka pemegang saham yang bersangkutan harus membayar denda
yang ditetapkan oleh Direksi dalam peuaglhannyq ita.

8. Apabila telah diminta untuk pembayaran, akan tetapi jumiah
yang tertunggak itn dan genaanya ugak bayar daldém wakiu 30

- (tiga puluh) hari- setelah tanggal jumlah tersebut harus dibayar, maka

pemegang saham yang bersangkutan harus menjual seham-sahan
yaig oeium dioayar penub 1u kepada (para) pemegang saham iain-
nya atau suatu pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh (para) peme-
gang saham laionya dan bilamana (para) pemegang szham rlamnya.
tiwak JOgin memoell sanam-sanam i, MaKa Sauduc-5auam ierseuut
dapat dijual kepada orang atau badan hu-kun} vang disetujui oleh
Tapat umum para pemegang siham, dengan tidak mengurangi per
setujuan dari pihak yang berwajib berdasarkan Undang-undang dan
peraturan perundang-uncangan lainnya.

Saham-saham

Pasal 5.

i ini i ketentuan lain
. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ada

seclara tcggasf mgaka para pemegang saham prioritas dan para peme-
gang saham biasa mempunyai hak-bak yang sama dan dengan
perkataan “pemegang saham” dimaksudkan baik pemegang saham
tioritas maupun ‘pemegang - saham biasa dan dengapn perkataan

gsaham” dimaksudkan baik saham prioritas maupun saham biasa.
2. Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama dan

dikeluaikan atas nama pemiliknya.

i iberi dan memuat

3. Surat-surat saham itu harus diberl nomor wurut dan j '
tanda tangan. dari 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Rapat Direksi. » |
4. Direksi dapat mengeluarkan spatu surat kolektip -yang merupa_'u
kan bukti pc;milikan dari 2 (dua) atau lebih saham-saham_yangi_dn-
miliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutian
jumlah, nomor urut dan jenis dari saham-saham yang bersangkutan
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dan surat kolektip tersebut harus ditanda tanpani juga oleh 2 (dua)
orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

5. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahumn sejak tanggal pengesah-
an- dari pihak yang berwajib atas anggaran dasar -ini; sédikifnya 51%

. (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang

telah ditempatkan harus dimilikki oleh badan hukum Indopesia atau
perorangan warganegara Republik Indonesia. R

6. Setiap pemegang saham harss tunduk kepada anggaran dasar
inj dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah
dajam Rapat-rapat Umum Para Pemegang Saham. -~ :

Daftar pemegang saham
Pasal ©.

1. Direksi harus mengadakan daftar-daftar pemegang saham dan
dalam daftar-daftar itu dicatat jenis dan nomor-nomor surat saham,
nama-nama dan alamaf-alamat para pemegang saham dan keterang-
an-keterangan lain yang dianggap perlu,

2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi )

secara tertulis, selama pemberitahvan demikian belum diterima, maka
semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-
panggilan untok Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Rapat
Para Pemegang Saham Prioritas akan dikirim kepada alamat-alamat
yang terakhir tercatat dalam daftar-daffar pemegang saham perseroan.

3. Setiap catatan dalam daftar-daftar pemegang saham harus di-
tanda tangani oleh 2 {dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Rapat Direkst.

4. Daftar-daftar pemegang saham wajib diperlihatkan untuk di-
periksa setiap waktn selama jam-jam kerja, jika dimiuta oleh setiap
pemegang saham.

5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam daftar pe-
megang saham perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham
vyang sah dari perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak
yang diberikan kepada secrang pemegang saham berdasarkan Un-
dang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta ang-
garan dasar ind.
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6. Pendaftaran nama dari lebih dari 1 (satw) orang untuk 1 (satw)
saham atau pemindahan bak dari 1 (satw) saham kepada lebih dari 1
(satu) orang tidak diperkenankan.

Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para
pemuilk bersama harus mengangkat di anlara mereka seorang yang
akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang di-
anggap sebagdi pemegang saham tersebut, yang namanya harus
dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan
atas surat saham .yang bersangkutan.

. Selama pemberitahiuan tertulis tentang pengangkatan wakil ini be-
lusm diterima oleh Direksi, perseroan berhak uniuk menganggap orang
yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham yang ber-
sangkutan sebagai satu-satunys pemegang seham yang sah,

Duplikat-duplikat
Pasal 7.

1.” Surat saham yang rusak, atas permohonan tertulis dari ps-
megang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi
perseroan dan atas penyerahan surat saham yang rusak itu, dapat
ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor

. surat saham aselinya.

Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditang-
gung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

2, Surat saham aseli yang rusak itu dimusnahkan oleb Direksi
dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam
berita acara Rapat itu.

3, Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka ke-
pada pemegang sahem yang bersangkutan, yang mepgajukan per- -
mohonan tertulis kepada Direksi uniuk mendapatkan penggantinya,
diperikan pengganu iu dan diayanya harus avanggungnya, asar 1a
dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bah-
wa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan mem-
berikan jaminan-jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap-tiap
peristiwa dipandang perlu oleh Direksi. I

4, Niat untuk pengeluaran pengganti untuk surat saham yang
hilang wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam Berita-Negara
Republik Indonesia oleh Direksi.
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) .5. Pengeluaran pengganti untuk sueta surat ssham menurut pasal
ini, mengakibatkan sural saham aselinya menjadi batal dan fidak
belaku lagl

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran
pengganti surat sesham berlaky selara mutatis muotandis untuk penge-
luaran pengganti surat-surat kolektip. .

Pemindahan hek atas saham-saham:-
Pasal 8,

1, Pendaftaran pemindahan hak -atas saham hatus dilékukan oleh .
Dircksi dengan mencatat pemindahan hak itu di-dalam daftar pe--

mesang saham.masing-masing berdasarkan akta pemindahan hak yang
ditande tangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau ber-
dasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak
itu menurut pendapat Direksi, dengan tidak mengurangi ketentnan-
ketentuan dzlam anggaran dasar ini, '

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar
pemegang ssham dan pada surat saham yang bersangkutan.

Catatan-catatan itu harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang ang-
gote Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

2. Persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham diperlu-

kan untuk seliap hibah, penukaran, penjualan atau setiap bentuk lan
dari pemindahan hak serta untuk penggadaian atau pembebanan atas
suatu saham, dengan tidak mengurangi persetnjuan dari pihak yang
berwajib. .

3. Terhitung sejak tanggal dilakukan panggilan uniuk Rapat’

Umum Para Pemegang Saham atau Rapat Para Pemegang Saham
Prioritas sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat tersebut, pemin-
daban hak atas szham tidak diperkenankan.

4, Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan atau ianpa per-
setujuan dari pihek yang berwajib, tidak berlaku terhadap persercan.

Pengurusan,
Pasal 9.~

1. Perseroan diurus oleh suaty Direksi di bawsh pengawasan De-
wan Komisaris,

" Para Pemesang Szsham yang keempat setelah
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) - . . . * - . . 4 o, ta atau
9 Direksi terdiri atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang angso )
sebanyak-banyaknya 5 (tima) orang anggota, dengan susunan sebagai

" berikut:

a, 1 (satu) oréng Presiden Direktur;

b. 1 ((satu), orang Wakil Presiden l_)xrektur; dan

c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih. .

froksi i Umum Pari

3. Para anggota Direksi harus diangkat oleh Rapat ;

Pemegang Sahgagm dari calon-calon yang diajukan oleh Rapat Para |

Pemegang Saham Prioritas. ' .
Pencalonan-pencalonan demikian adalah mengikat Ra]_nat_‘_Umum

Para Pemegang Saham yang :mengangkat para anggota Direksi.
sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon harus diajukan untuk 1 (satu)

jabatar.

Pemegang Sa-
Dalam hal sebelum-atau dalam Rapat Umum Para
hamatidak diajukan calon-calon, maka Rapat Umum Para Pemegang

Saham itn berhak untuk mengangkat siapapun jung'. o
4. Para anégota Direksi diangkat untux jangl_Ca wakto sejak di-
wtupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham di mana mereka di-

: i itut Rapat Umum Tahunan
angkat dan ‘berakhir pada saat ditutupnya _PRapat o Pata-

i na mereka diangkat, tetapi mereka dapat
gf&:ﬁ:;gkf:hsae?ila; 1\’:;:?11 oleh Rapat Umum Para Pen.legang Saham.
5. Masa jabatan dari anggota Direksi akan berakhir dengan se1-
dirinya apa'Eila anggota Direksi tersebut
dinyatekan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan

a. L 1
suatu keputusan pengadilan, atau

" b, diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal ini,

tat . . . .
c gilarang menjabat anggota Direksi karena ketentuan yang dibuat

berdasarkan Undang-undang, atau
d. meninggal dunia. t —
ota Direksi dapat diberi gaji atau uva
juzf{la}};?: d?tl;gt’spkan oleh Rapat Umum P:.ara Ifemcgang Saham, .
" = Rilamana jabatan seorang anggoiz Direkst lowong, dalaﬂj ::ﬁn;
tu 6 (enam) bulan setelah Jowongan itu, haras dlpanggl{j Pzapa
Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9
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8. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan sclame peng-
gantinya b;[um d_langkat atau belum memangku -jabatannys, maka
W’Iz:tksl grcstden Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Di-
rekiur dan mempunyai wewenang serta tanggung j
sebagai Presiden Direktur. gg g Jawab yang sama

Hak-hak Direksi
Pasal 10,

;-_ Presiden Direktur berhak bertindak untuk dan. -atas nama Di-
reksi, ‘ : .

Apabila Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan bai
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihgak i(:;;gasvd:;g
Prasiden Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nema bircksi.’

2. Direksi mewakili dan mengikat perserosn, baik di -
pun di luar Pengadilan dan berhak mfltz-kukan untuk d:u? a:taai? xﬁi‘:a
perseroan, segala perbvatan pengurusan dan segala perbuatan pe-
.milikan dengan ketentuan bahwa persetujnan terlebih dshulu dari
g;l\;.rta.n Komisaris diperiukan untuk tindakan-tindakan sebagai be-

2. memperoleh dan memindahkan hak dengen cara apapun juea

harta tetap perseroan;
b. ikut serta dalam swaty perusahasn lain;

¢. menghipotikkan, menggadaikan atau dengan cara mpapun menga-
gunkan barang-barang tidak bergerak milik pcrscrc?n atau;fun
harts tetap perseroan;

“d. untuk mcrqigjam atau meminjamkan uang persercan yang jumlah-
nya melebihi batas yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Dewan
Komisaris atau mengikat perseroan sebagai penjamin;

¢. membuat, mengubah atau mengakhiri perjanji janjt

: tau me s jian fjanjian
bantuan teknis atau perjanjian-perjaijian vyang scrupa(?u e

3. Pembagian tugas antara para anggota Direksi .
oleh Rapat Dirsksi. p g8 ireksi harus ditentukan

4. Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih
dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa dalem mana

10
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diberi wewenang kepada pemegang (pemegang) kuasa itu uniuk me-
lakukan tindakan-tindakan terfentu.

Rapat Direksi
Pasal 11.

1. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.

2. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak periu d.bukiikan kepada

. pihak ketiga, Wakil Presiden Direktur yang mengetuai Rapat Direksi

dan jika baik Presiwen Direktur dar Wakil Presiden Direktur ber-
halangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke.iga,
seorang Direktur yang dipilih oleh Rapat Direksi itu akan mengetuai
Rapat vang bersangkutan.

3. Rapat Direksi diadakan sedikit-dikitnya 6 (cnam) bulan sekali,
pada setiap waktu apabila dianggap pecu oleh sedikit-dikitnya 2
(dua) orang apggota Direksi dan di tempat yanz diteatukan olen para
apggota Direksi yang memanggil Rapat Direksi, dengan ketentuan
bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis,

-dikirimkan dengan surat tercatat atan disampaikan secara langsung

dengan tanda ferima yang layak atau dengan tilgram atau telex jang
ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan
kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 14 {empat belas) hari
sebelum Rapat yang bersangkutan.

Dalam hal seroma anggota Direksi hadir danfatau diwakili dalam
Rapat Direksi, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Presiden Dircktur wajib mengadakan Rapat Dreksi, jika se-
dikit-dikiinya 2 (dua} orang anggota Direksi memiata kepadanya
secara tertulis nuntuk mengadakan Rapat, dengan menyebutkan dalam
permohonan itu hal-hal yang akan dibicarakan, )

5. Rapat Direksi hanya sah jika sedikit-dikitnya % (dua per tiga)
dari jumlab anggota Direksi yang diangkat hadir danfatau diwakili,
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

6. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan per-
setujuan dari sedikit-dikitnya %y {dua per tiga) dari jumlah anggota
Direksi yang hadir dan/atau diwakili. ,

11
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Seltiap anggata Direksi beshak mengeluarkan 1 (satu) suara.

'1‘1dak.ada anggota D'ireksi yang berhak univk mengeluarkan suara
mengenai sesatu hal di mana ia mempunyal kepentingan di dalam-
nya sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. .

7. Berita acara Rapat Direksi harus ditanda tangani oleh Ketua
Rf:tpat ldan oleh seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota
Direksi yang hadir dalam Rapat yang bersangkutam. . -

Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan-
fanda tangan tersebut tidak disyaratkan. .

3 .'Berrta acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditanda. tangani
sesuai dengan ketentian dalam ayat 7- pasal ini berlaku sebagai bukti
yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat
Direksj yang bersangkutan, baik nntuk para anggota Direksi maupun
uniuk pihak ketiga. ' '

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
i;anya oleh scorang anggota Direcsi -yang lain berdasarkan surat

nasa. ’

10. [Dir'eksi dapat juga mengambil keputusan-kepuitisan yang sah
dan mengikat tanpa menpadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
babwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertnlis me-
ngenaj usul-usul yang bersangkutan dan sedikit-dikitnya %z (dua per
tiga) dari jumiah angpota Dircksi telah mengetujui usul-usul yang
bersangkutan secara tertulis dan menanda tanganinya.

Dewan Komisaris dan wewenang
Dewan Xomisaris,

Pasal 12.

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan per-
seroan oleh Direksi.

2. Dewan Komisaris terdiri .dari sedikit-dikitnya 3 {tiga} orang
anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang apggota, yakmi:

a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
b. 1 (satu orang Wakil Presiden Komisaris; dan
¢. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.

12
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3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhientikan
oleh: Rapat Umnm Para Pemegang Saham.
" Para _anggota Dewan Komisaris diangkdi dari calon-calon yang
diajukan oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas. .
Pencalonan demikian adalah mengikat Rapat Umum Para Peme-
gapg Saham yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris.
Sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon harus diajukan uptuk 1 (satu)
jabatan. '
Bilamana sebelum atan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham

. tidak ada calon-calon yang diajukan, maxa Rapat Umum Para Pe-

megang Saham itu berhak untuk mengangkat siapapun juga.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka-wakiu
sejak: ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham dj mana me-
reka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum.Ta-
hunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah Rapat Umum Para
Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat
segera diangkat kembali.

. 5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada
setiap waktu meskipun masa jabatannya berum berakhir oleh Rapat
Umum Para Pemegang Saham. ) .

6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang
lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Kom.saris yang
diberhentikan dari jabatapnya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan
Rapat Umum Para Pemeégang Saham dapat mengangkat Stapapun
sebagai anggota Dewan Komisaris uniuk mengisi suatu lowongan,
dengan ketentuan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris hanya da-
pat diangkat dari calon-calon yang diajukan olehh Rapat Paya Pe-,
megang Saham Prioritas dan untuk 1 (sat) jabatan sedikit-dikitnya
diajukkan 2 (dva) orang calon. - -

Seseorang yang diangkat uniuk imenggantikan anggota Dewan Ko-
misaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut
hatrus mengundurkan diri pada waktu yang sama seolah-clah dia telah
menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari anggota Dewan Komi-
sarig yang digantikannya jtu diangkat menjadi anggota Dewan Xo-.
Inisazis. :
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7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitabukan secara tertulis kepada per-
seroan mengenai niatnya jftu sedikit-dikitnya 30 {tiga puluh) hasi
sebelumnya dan pengunduran disi tersebut. berlaku se]ak berakhirnya
pemberitahttan jtu atau diterimanya pembenta,huan itu oleh Rapat
Umum Para Pemetrang Saham. yang mana yang Iebih dahulw:

8 Masa }abatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir
dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komlsarls tersebut

a. dinyalakan pailit atan ditarub di bawah peugampuau berdasat-
kan suatu keputusan pengadilan, atau . .. .

b. diberhentikan sebarramlana diatur dalam. ayak 5 dan pasal ini,
atan

¢. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan
yang dibuat berdasarkan Undang-undang, atau

d. meninggal dunia.

9. Para amggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau
honoraritm sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Para Peme-
gang Saham.

10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong,
maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dipanggil dalam
waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan temsebut, unluk
mengisi lowongan tersebat.

1]1. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atan bersama-
sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-
halaman yang dipergunakan oleh perseroan selama jam-jam kantor
biasa dan berhak untuk -memeriksa buku-buku dan dokumen-doku-
men ‘sexta kekayan perseroam.

12. Direksi harus memberikan semua keterangan yang -berkenaan
dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu ke-
putusan Rapat Dewan Komisarls dapat memberhentikan antuk se-
mentara wakiu anggota {anggpta) Direksi dari jabatannya (fabatan
mereka, apabila ia (mereka) melakukan {indakan-tindakan yang ber-
tentangan dengan anggaran dasar perseroan atau merugikan maksud
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" dan tujuan perseroan atau ia {mereka) melalaikan kewajibannya (ke-

wajiban mercka).

14, Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian semeniara
dari anggota (anggota) Dircksi itu, Dewan Komsaris harus memang-
gil Rapat Umum Lvar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus di-
ketuai oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Xomisaris dan
panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
termaktub dalame pasal 18 di bawah ini.

Rapat Umum Para Pemegang Szham demikian ini hanya berhak
dan berwenang uatuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi
yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak,
demikian sctelah memanggil ((para) anggota Direksi yang diberhenti-
kan untuk sementara itu, yang telah diberi cukup kesempatan untuk
membela diri terhadap tudyhan-tuduhan atas dirinya {diri mereka).

15. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham ter-
sebut di atas tidak dlpanggll dalam waktu 2 (dua) bulam, maka
pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir.

16, Apabila semua anggota, Dircksi diberhentikan untuk semen-
tara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Di-
reksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk
sementara waktu,

Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk mem-
berikan wewenang kepada seorang atay lebih anggots Dewan Kom'
saris untuk mengurus perseroan.

"Rapatlt Dewan Komisaris.
Pasal 13.

1. Presiden Komisaris atau cpabila Presiden Komisaris tidak ada
atau berhalangan untek menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Wakil
Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris,

2. Panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan
dengan surat fercatat atas dengan tclex atau dengan tilgram yang
ditegaskan dengan panggilan secara tertulis atau disampaikan lang-
sung dengan tanda terima yang layak dan harus diterima oleh semua
anggota Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 21 (dua peluh satu) hari
sebelum Rapat tersebut,
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Dalsm hal ssmua anggotn Dewan Komisaris hadir dan/atau di-
. wekili dalam Rapat Dewan Komisaris, panggilan terlebih dahulu tidak
disyaratkan, ‘ C

3. Rapat Dewan Homisaris diadakan sedikit-dikitnya setahun
sckali dan pada setiap waktu apabila dianggap perle oleh sedikit-
sidiktnya 2 {dua) orang anggota Dewan Komisaris atat oleh seorang
pemegang ssham yang mewakili sedikit-dikitnya 23% f{dua puluh
lima persen) dari seluruh seham-saham yang telah ditempatkan.

4. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat para waktu
dan di tempat yang ditenjuk oleh Presiden Komisaris atau Wakil
Presiden Komisaris ateu pihak-pihak yang memanggil Repat Dewan
Komisaris, .

5. Rapat Dewan Komisaris hanya seh dan dapat mengambil ke-
putysan-keputusan yang mengikat apabila, sedikit-dikitnya 75 (dua
* per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komiseris yang diangkai, hadir
danfetau diwakili. . ' ]

6. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil, apabila
disewjui oleh sedikit-dikitnya %s (dua per tiga) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan/fatan diwakili. .

7. Setiap anggota Dewan Xomisaris berhak mengeluarkan 1 (satu;
suara dalam Rapai Dewan Komisaris. )

Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk mengeluarkan suara
mengenai sesuatu hal di mana ia mempunyal kepentingan di dalam-
nya sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditanda
tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris yang hadir atau seorang wakil atau kuasa dari seorang
anggote Dewsan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dowan Komi-
saris yang bersangkutan untnk keperluan tersebut.

Tanda tangan-tanda tangan demikian tidak disyaratkan, bilamana
herita acara dlbuat oleh seorang notaris, i

9, Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda
tangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang fermuat dalam ayat
7 paszl ini akan menjadi bukii yang sah mengenai keputusan-keputtis-
an yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bergangkutan;
baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pilak ke-
tiga. '

16
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10. Scorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili da-
lam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang
lain berdasarkan surat kuasa.

11, Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan-keputusan
dan tindakan-tindakan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat De-
wan Komisaris, asal saja semuva anggota Dewan Komisaris telah di-
beritaht secara tertulis mengenai usul-usul yang bersangkutan dan
sedikit-dikitnya %3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komi-
‘'saris mengetujai usul yang bersangkutan secara tertulis dan ditanda
tangani.

‘Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.
Pasal 14.

1. Rapat Para Pemegang Saham Prioritas harus diadakan di tem-
pat kedudukan perseroan, dengan tidak menurangi ketentuan-ketentu-
an lain dalam anggaran dasar ini.

Rapat Para Pemegang Saham prioritas harus diadakan setiap waktn
bilamana dianggap perle oleh Direksi atau bilamana seorang peme-

- gang saham prioritas atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20%

(dua puluh persen) dari seluruh saham prioritas yang telah ditempat-
kan memintanya secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang
akan dibicarakan.

2. Jika Direksi dalam waktu 2 {dua) bulan setelah menerima per-
mohonan (para) pemegang saham prioritas itu tidak mengadakan
Rapat Para Pemegang Sabam Prioritas, maka (para} pemegang saham
prioritas yang menanda tangani permohonan iu, berhak melakukan
panggilan-panggilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat
3 pasal ini dan Rapat demikian itu berhak mengangkat seorang
ketua dari antara mereka yang hadir.

3, Panggilanpanggilan untuk Rapat Para Pemegang Saham Prio-
ritas diberikan secara terfulis, dikirimkan dengan surat tercatat atan
disampaikan secara Jangsung dengan.mendapat tanda terima yang
layak oleh Direksi atau oleh scorang pemegang saham prioritas atau
lobih yang mewakili sedikit-dikitnya 20% f{(dua puluh persen) dari
saham-saham prioritas yang telah ditempatkan dan panggilan fer-
sebut harus dikirimkan kepada para pemegang saham prioritas se-
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dikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat yang ber-
sangkutam. :

_Dalam hal scmua pemegang saham prioritas hadir danjatau diwa-
kili dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, maka panggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat demikian itu dapat di-
adakan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

4. Rapat Para Pemegang -Saham Prioritas dipimpin oleh Presiden
Direktur dan dalam hal ja tidak ada, hal mana tidak perlu dibukii-
kan kepada pihak ketiga, oleh Wakil Presiden Direktur dan dalam
“hal semua anggota Direksi juga tidak ada, hal mapa tidak perla
- dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Presiden Komisarie atau Wakil
Presiden Komisaris, dan apabila Presiden Direktur, Wakil Presiden
Direkiur atan Presiden Koimsaris dan Wakil Presiden Komisaris se-
muanya tidak hadir, hal mapa tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan di
antara para hadirin,

5. Rapat Para Pemegang Saham Prioritas adalah sah dan berhak
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, bilamana dihadiri
oleh para pemegang saham pricritas danfatau kuasa mereka yang
sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham-
saham prioritas yang telah ditempatkan dan keputusan-keputusan
wajib disetujui oleh para pemegang saham prioritas danfatau kuasa
mereka yang sah, yang mewakilj lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari saham-saham prioritas yang telah ditempatkan.

6. Keputusan-keputnsan yang diambil dalam Rapat Para Peme-
gang Saham Prioritas barus dicafat dalam berita acara yang harus
ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang pemegang
saham prioritas yang hadir atau oleh salah seorang kuasa yang me-
wakili pemegang saham prioritas.

7. Tanda fangan-tanda tangan sebagaimana disebut dalam ayat 6
pasal ini tidak digyaratkan, bilamana berita acara dibuat oleh se-
orang notaris,

8. Berita acara Rapat Para Pemegang Saham Prioritas yang di-
{znda tangani sesuai dengan ayai 6 atau ayat 7 pasal ini berlaku
scbagai bukti yang sah untuk semua pemegang saliam prioritas dan
pihak ketiga mengenai keputusan-kekputusan yang diambil dalam
Rapat tersebut.
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9. Dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, tiap-tiap saham
prioritas memberi hak kepada pemegangnya uastuk mengelvarkan 1
(satn) surara.

10." Seorang pemegang saham. prioritas dapat diwakili dalam Ra-
pat Para Pemegang Saham Prioritas oleh orang lain berdasarkan surat
kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anpgola
Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan
untuk bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Para Pemegang Saham
Prioritas .dan pada pemungutan suara dalam Rapat Para Pemegang
Saham Prioritas. )

Suara yang dikeluarkan oleh mereka scbagaj kuasa harus dianggap
batal dan tidak sah.

11. Xeputusan-keputusan para pemegang saham prioriias yang
tidak diambil dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas juga sah

‘dan mepgikat, bilamana dicatat dan disetujui secara tertulis serta

ditanda tangani oleh para pemegang saham prioritas yang mewakili
sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham
prioritas yang ditempatkan.

Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan ke-
putusan-keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Para Pemegang

- Saham Prioritas.

Rapat Umum Para Pemegang Sabam

Pasal 13.

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat
kedudukan perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
lain dalam anggaran dasar ini.

2. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :

a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Sazham adalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 16 di
bawah ini;

b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua
Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Ta-
hunan Para Pemegang Saham,

3. Penyebufan Rapat Umum Para Pemeazng Saham dalam ang-
garan dasar ini harus diartikan baik Rapat Umum Tahunan Pasa
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Pemegang Saham. mauwpun. Rapat Umurm Luvar Biasa Para Pemegang
Saham, kecuali dengan: tegas ditentukan lain. )

4. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan ‘berhak
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh
para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang me-
wakili sedikit*dikitnya 55% (lima-puluh lima persen) dari saham-
siham perseroan yang telah ditempatkan, dengan tidak mengurangi
keténtuan-ketentuan lain dalam anggaran-dasar ‘ini. )

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang
‘Saham. . . S

Pasal 16,

1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakaa
tiap tahun sekali, sclambat-larabatnya dalam bulan Juni tiap-tiap
tahun, dalam Rapat mana: .

a Direksi wajib melaporkan urusan-urusan perseroan dan tata usa-
ha keuangan dari tshun buku yang baru berlaly;

b. neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diperiksa dari tahun
buka yang baru berlalu harus diajukan untuk disetujui;

c. pengeunaan keuntungan dari tahun buku yeng laln harus di-
putuskan berdasarkan usul Direksi;

d. dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara Sebagaimana
mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemégang
Saham

Pasal 17.

. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus diada-
kan bilamana Direksi menganggapnya.perlu untuk diadakan atau
bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-
dikitnya 20% {dua. puluh persen) dari saham-saham persercan yang
telah ditempatkan, memintanya secara tertulis dengan memberliahu-
kan hal-hal yéng akan dibicarakan. ) '

20

PERSEROAN TEKBATAS 1384
" //

Dalam hal ini Direksi wajib memanggli Rapat Umum Luar Biasa
Para Pemegang Szham itu dalam waktu 2 {(dua) bulan setelah per-
mintan itu diterima dan untuk Rapat mana harus diberikan panggil-
an menuru! ketentnan-ketentuan yang tertcra dalam pasal berikut

2. Bilamana tidak dipanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pe-
megang Saham dalam jangka waktu 2 (dua) Lulan sesudah diterima-
nya permintaan tersebut oleh Direksi, maka {para)} pemegang saham

 .yang mensnda tangani permintaan itu dapat memberikan pangeilan
. senditi menurut ketentuan yang tertera dalam pasal berikut dan Rapat
'yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang di

antara ‘para hadirin sebagai Ketuanya dan berbak seria bherwewenang
untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila hal-

“hal yang diajukan dianggap mendesak oleh mereke yang hadir, de-

ngan tidak mengurangi ketentuan-kefentuan dalam pasal 15 ayat 4
di atas.

Panggilan untuk Rapat Umum Para
Pemegang Saham

Pasal 18.

i, Panggilan untuk Rapatrapat Umum Para Pemegang Saham
hasus dilakukan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat ataul
disampaikan secara lanesung dencan menerima tanda terima yamg
lavak untuk ity dan panegilan jtu harus dikirimkan kepada para pe-
megang saham sedikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Ra-
pat yang bersangkutan. -

2. Pangoilan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan
jam Rapat serta dengan sinckat soal-soal yang akan dibicarakan.
terutama soal-sozl yang dimaksudkan dalam pasal 24.

3, TPanegilan harus dilakukan oleh Direksi dengan tidak mengu-
rangi ketentuan-ketentuan dalam avat 14 pasal 12 dan ayat 2 pasal
17 di atas, .

4. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili da-
lam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, pangqilan terlebih
dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diadakan di maga-

. pun jusa dalam Wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil

keptitusan-keputusan yang inengikat.
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Tata cara Rapat Umum Para Pemegang
' Saham

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam ang-
paran dasar ini, Rapat Umom Para Pemegang Saham harus dipimpin
oleh Presiden Direktur ataw dalam hal Presiden Direkiur tidak hadir
atan berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

' ketiga, oleh Wakil Presiden Direktur dan dalam hal semua anggota

Direksi tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, hal mana -tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Presiden Komisaris atau
Wakil Presiden Komisaris dan dalam hal semua anggota Direksi dan
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau i?crhalangan dalam
Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kapa,fizr: .plhalc ketiga, maka
Rapat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari antara dan
oleh para hadirin. _

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan da{l-diputuskan dalam
Rapat Umum Para Pemegang Saham dibuat berita acara yang harus
ditanda tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan dan oleh salah
satu dari para pemegang saham yang hadir atau oleh salah seorang
dar} kuasa-kuasa dari para pemegang saham yang khuosus ditunjuk

 untuk maksud tersebut oleh Rapat yang bersangkutan,

3. Tanda tengan-tanda tangan tersebut dalam ayat di muka ini
tidak disyaratkan, bilamana berita acara dibuat oleh notaris.

4. Berita acara yang dibuat sesual dengan ketentuan-ketentuan

- dalam ayat 2 atau ayat 3 dari pasal ini beriaku sebagai bukti yang

sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.
‘Pasal 20.

1. Usul-usul para pemegang saham harus dirqasukkan dalam agen-
da Rapat Umum Para Pemegang Saham, apabila :

a. permohonan untuk pemasukan telah dilakokan secam‘tcrtulis
kepada Direksi oleh seorang jpemegang saham atau 1cp1h yang
mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari saham-
saham perseroan yang telah ditempatkan; dan

b. usul tersebut telah disetujui oleh Rapai Para Pemegang Saham
Priorifas; dikecualikan dari persetujuan ini adalah usul-usul me-

ngenai :
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(i pengesaban neraca dan perhitungan laba rugi pemeroan;
(ii) perubahan-perubahan atas anggaran dasar perseroan;

(iii) pemberhentian para anggota Direksi dan para anggota De-
wan ‘Komisaris;
(iv) pembubaran perseroan.

*. 2. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para TPemegang Saham
- ‘adalah mengikat apabila disetnjui oleh para pemegang sabam .dan;
.atan kuasa mereka yang sah yang mewakili sediikt-dikitnya 55%

(lima puluh lima persen) dari saham-saham perseroan yang telah di-

" tempatkan, kecvali ditentukan lain dalam anggaran ‘dasac ini.

_ 3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk

- mengeluarkan 1 (satn) suara.

4. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum
Para Pemegang Saham oleh orang lain dengan memakai surat knasa,
dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan
Komisaris daw para pegawai perseroan tidak diperkenankan bertindak
sehagai kuasa dalam Rapal Umum Para Pemegang Saham dan pada

- pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagal kuasa dianggap

" batal dan tidak sah.

5. Svara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikelu-
arkan dengan demikian dianggap tidak ada.

6. Keputusan-keputusan para pemegang saham yang tidak di-
ambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham juga mengikat,
apabila dibuat secara tertulis dan disetujui oleh para pemegang saham
yang mowakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh persercan.

Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan ke-
putusan-keputusan yang diambil dalam suatir Rapat Umuam Para
Pemegang Saham.

Pembukuan
' Pasal 21.
1. Tahuon buku perseroan adalah dari tanggal satu Januari dari

tiap-tiap tahum sampai dengan {anggal tiga puluh satu Desember ta-
hun yang sama. '
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Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap
tahun. ) .

2. Neraca dan perhitungan laba rugi harus.dibuat oleh-akuntan
publik yang diangkat oieh Rapat Umum Parz Pemegang Saham.

Neraca dan perhitungan laba rugi bersama-sama dengan laporan
tahunan mengenai jalannya perseroan dan lain catatan-catatan me-
ngenai perhitungan tersebut harus disediakan di ska:n’gm' ‘|perseroan
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sabam sedikit-dikitnya 14
(empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahupan Para Pemegang
Saham diselenggarakan, hal mana harus dinyatakan dalam, panggilan
untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham itu. -

3. - Persetujuan mengenai neraca dan perhitungan llalbfa\‘ rogi oleh
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Sapam-me.mbenkan pem-
bebasan sepenuhnya kepada para anggota Dircksi dan para anggota
Dewan Komisaris dari tanggung jawab mercka mengenai semua
tindakan-tindakan mereisa dalam tahun yang lalu, sepanjang tindak-
an-tindakan itn tercatat dalam buku-buku persercan.

Penggunaan keuniungai
Pasal 22.

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunas
Paza Pemegang Saham mengenaj panggunaan kt;untunganl bers_lh yang
ternyata dari neraca dan perhitungan laba rugi, yang .disahkén oleh
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Sal}am, g:sul :Lersebu-t dapat
menyatakan berapa dari keuntungan yang tidak dibagikan dapat di-
pergunakam sebagai dana cadangan. _ )

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan
yang diambil dalam Rapat -Umum Para Pemegang Saham, dalam
keputusan mana harvs ditentukan wakfu dan._cara pgmbg.yaran di-
viden, i - .

Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa
saham jtu terdaffar dalam ‘daftar pemegang saham pada hari kerja
terakhir sebelum pembayaran dividen.

Hari pembayaran harus diberitahukan secara tertulis kepada serua
pemegang saham olel Direksl, .

3. Diperkenankan untuk- membagi dividen sementara sebagaimana
ditentukkan oleh Direksi, apabila keadaan keuangan perseroan Ine-
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mungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi yang di-
ambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini,
dengan keientuan bahwa kelak harus diperhitungkan dengan dividen
‘yang disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham’

- berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku nwe-

. “nunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutep dengan dana cadangan,

. maka kerogian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi
" dan selanjutnya untuk tahun-iahun berikutnyz perseroan dianggap

© tidak memperoleh laba selama kerngian yang' tercatat daam

pethitungan laba rugi itu belum. tertutup seluruhnya, dengan tidak
mengurangi ketentuan-ketentuah dari peraturan-peraturan Pemerintah:

5. Dividen-dividen yang tidak dituntut setelah 5 {lima)- tahun ter-

hitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dibayarkan lagi dan harus

dikembalikan kepada perscroan.
Dana cadangan.
Pasal 23

1. Untuk- menwiup rugi dikemudian hari dapat diadikan dana
cadangan, yang jumlahnya harus ditetapkan oleh Rapat Umum Para

"Pemegang Saham,

2. Dana cadangan dapat dipergunakan scbagai modal kerja ‘atau
untuk tujuan-tujoan Jain menurut keputusan Rapat Umum Para Pe-
megang Saham, asal saja semata-mata untuk kepentingan perseroafi.

3. Bunga-bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh
dari dana cadangan, harus dimasukkan dalam perhitung laba rugi.

Perubahan anpggaran dasar.
Pasal 24.

1. Perubahan anggaran dasar ini di antaranya merubah tempat ke-
dudukan perseroan, mernbah nama, maksud dan tujuan perseroan,
memperpanjang jangka waktu perseroan berdiri, merubah modal da-
sar perseroan atau mengurangi modal perseroan yang telah ditempat-
kan dan membubarkan perseroan sebelum jangka waktunya berakhir
seperti termaktub dalam pasal 2 tersebut di atas, hanya dapat di-
putnskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh

25



1384 PERSEROAN TERBATAS (“\ \

para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang
bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya 2/; (dua per tiga) dari selurah
sabam perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat Umum
Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sedikit-
dikitnya %, (dva per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dt?ngan
sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

2. Bilamana quorem yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini ti-
dak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 4 (empat belas) hari setelah

Rapat pertama itu dapat diadakan Rapat yang kedua untui maksud

yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperli diwajibkan _'
untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama -

dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang kedua
ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat di-
putuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham
yang pertama fersebut, asal saja sedikit-dikitnya s (dua ver tiga)
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul
yang bersangkutan.

3. Perubahan-perubahan mengenai modal yang ditempatkan wajib
diumumkan oleh Direksi dalam Berita-Negara Republik Indonesia
dan dalam 2 (duz) surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris di terpat kedudukan perseroan.

Pengumuman tersebut dilakukan untuk kepentingan para kreditur.

4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dengan persetujuan dari
Pemerintah dan pihak yang berwajib, bila disyaratkan.

Likwidasi.
Pasal 25.

1. Bilamana persercan bubar karena jangka waktu berdirinya
lampau atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pata Pemegang
Saham ataw karena perseroan insolvensi setelah dipailitkan atau ka-
fena sebb-sebab yang dimakswdkan dalam pasal 47 Kitab Undaag-
undang Hukum Dagang Republik Indonesia, maka likwidasinya di-
lakukan oleh Direksi, kecnali jika Rapat Umum Para Pemegang
Saham memutaskan lain.

2. Anggaran dasar pemeroan fetap beriaku sampai suatlu Rapat
Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likwidasi
yang terakhir.
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3. Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan ke-

putusan pembubaran perséroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri |

yang bersangkutan dan wajib mengumumkannys dalam Berita-Negara
Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian atau lebih
yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris di tempa!
kedudukan perseroan dan pada waktu yang sama wajib memberi-
tahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut,

Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara pars pemcgang
ssham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereku
milikik, .

4. Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumum-
kan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likwidast
dalam Berita-Megara Republik Indonesia,

Tempat tinggal
Pasal 26,
Untuk hal-hal yang mengenai PErseroan, para pemegang saham di-

anggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana .dicatat
dalam daftar pemegang saham yang dimaksudken dalam pasal 6 ang-

- garan dasar ini

Lain-lain.
Pasal 27.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran
dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham,

Setanjutnya para penghadap masing-masing bartindak sebagaimana
tersebut di atas menerangkan : .

I bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasai 9
dan pasal 12 mengenai cara pengangkatan para anggota Direksi dan
para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertams kalinya diang-
kat sebagai

Presiden Direkiur ¢ tuan Ratana Chiraseninupraphand,
pengusaha, Warga Negara Muangthai,
bertempat tinggal di Muangthai;

Wakil Presiden Direktur : tuan Suyanto Gondokusumo, peng-
usaha, bertempat tinggal di Jakarta;
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: tuan Tonny Arifin, pengusaba, ber-
tempat tinggal di Jakarta;

: tuan Doctor Vichit Suraphongschai,

Vice President -Bangkok Bank Limi-

Direktur

Direktur

ted, Warga Nezara Muangthai, ber-

tempat tinggal di Muangthai;

tuan Adisorn Tantimedh, bankif;
Warga Negara Muangthai, bertempat

Presiden Komisaris

tinggal di Jakarta; - |

tuan: Suhargo Gondokusumo, peng-

" ‘usaha bertempat tinggal di Jakarta;
tian Doctor Pianchai Ninsuvanmakul,
Vice President Bangkok Bank Limi-
ted, Warga Necara Muangthai, ber-
tempat tinggal di Muoangthai;

Wakil Presiden Komisaris :

" Xomisaris

pengangkatan-peneangkatan mana telah diterima oleh masing-
masing yang bersanskutan dan harus dikuatkan dalam Rapat Umum
Pertama Para Pemegang Saham,

II. bahwa nona Dian Paramita Tamezil, partikelir, bertempat ting-
gal di Yakarta, dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, densan ini diberi knasa
denean hak untuk memindah%an kuasa ini kepada orang lain untuk
memohon persetuiuan dan peneesahan dari p'hak yang berwajib atas
angearan dasar ini dan mengadakan perubahan danfatau penambah-
an yang bersifat bagaimanapun juga pada ancgaran dasar ini, yang
diperlukan guna mendapat persetujran dan pengesahan itu, untuk ite
mengajukan permohonan-permohonan, menanda taneani permohon-
an-permohonan. akta-akta dan surat-surat lain, memilih temmat ting-
gal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperiukan.

Akhirnya para penchadap masing-masing bertindak scbagaimana
tersebut di atas menerangkan:

bahwa para pendiri persercan, baik masing-masing maupun secara
tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kenyataan disetornya
modal yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

anggaran dasar ini dan sesuai dengan keputisan-keputusan Rapat.

Umum Para Pemegang Saham,
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Para penghadap teleh dikenal oleh saya, Notaris.
Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah
Akta ini

Dibeat sebagai minit, dibacakan dan ditanda tangani di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihdisi
olelr Achmad Zaini dan- Adiwati Soetjipto, Sarjana Hukum, kedua-
duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di JaKarta,
sebagai saksi-saksi. C .

Secera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi dan setelah diteriemahkan dengan lisan

" ke dalam bahsa Inggeris oleh saya, notaris, kepada penghadap tuan

Adisorn Tantimedh. maka akta ini ditanda fangani oleh para peng-
hadap, saksi-saksi dan saya, notaris. ‘
Dilangsungkan dengan satu catatan di pinggir, yaitu satu-satunya
coretan dengan penggantian.
SUYANTO GONDOKUSUMO;
ADISORN TANTIMEDH;
_ACHMAD ZAINI; .
ADIWATI SOETITPTO, S.H.;
KARTINI MULJADI, S.H.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.
Notaris di Jakarta,

KARTINI MULJADI, SH.

Ditanda tangani oleh .

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia tertanggal 8 Oktober 1982 No. C2-1677-HT01.01.th82.

Diketahui ;

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;

HARSONO ADISUMARTO, $.H, M.P.A.
NIP. 040005636,
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Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Oktober 1982, akta ini telah di-

daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3893,

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. H.
NIP. 040008128, "

Ongkos-ongkos :

Pembokuan Rp. 1.000—
Upah tulis ,, 3.800—

Jumiah Rp. 4.800—
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PERUBAHAN.
Nomor 159,

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal lima belas September seribu
sembilan tatus delapan puluh dua (15-9-1982),

Hadir di hadapan saya, Kastini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh. saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut nama-namanya paida bagian akhir akta ini:

" Nona Dizn Paramita Tamzil, - partikelir, bertempat tinggal di Ja-
karta, dan telah dikenal oleh saya, Notaris. :

Penghadap menerangkan : .

-bahwa ia (penghadap) berdasarkam kuasa yang dimuat dalam akta
saya, Notaris, tertanggal tujub Juni seribu sembijan ratus delapan
puluh dua (7-6-1982), di bawah pomor 74, mengenai pendirian jper-
seroan terbatas: *P.T. BBL Leasing Indonesia”
berkedudukan di Jakanta, diberi kuasa uptnk memohon persefujuan
dari yang berwajib atas maskah pendirian perseroan terbatas tessebut
dan untuk mengajukan perubahan dan/atau penambahan pada nas-
kah pendirian perseroan terbatas itu yang diperlukan guna mendapat

* persetujuan termaksud;

bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan dari yang berwajib
sebagaimana ternyata dar Surat Direkitur Perdata atas nama Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal tiga pulah satu Agustus
seribu sembilan ratus delapan pulsh dua (31-8-1982) nomor C2-HT.

01.01-A 326.,- maka ia {penghadap) uniuk dan atas nama para pen-

diri perseroan terbatas tersebut Ji atas, deagan ini merubah naskah
pendirian perseroan terbatas yang termaktub dalam akta saya, No-
taris, tertanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua
(7-2-1982) di bawah nomor 74, sebagai berikut :

A. Merubah “kepala akia” dari naskah pendirian perseroan, se-
hingga sekarang berbunyi sebagai berikut:

AKTA PENDIRIAN PERSEROCAN TERBATAS.
P T. BBL DHARMALA LEASING”.

B. Merubah bagian akhir “komparisi™ dari naskah pendirian
perséroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut:
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Para penghadap masing;*ma-sing ‘bertindak dalam kedudukan
tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan se-
bagai berikut: . :

. baliwa Menteri Keuvangan Republik Indonesia telah’ ménge-
juarkan persetujuan prinsip usmiuk pendirian svatu - perseroan
kerja-sama yang berusaha dalam bidang leasing di.Indonesia
sebagaimana ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan- Re-
publik Indonesia nomor S-123/MUC.11/1982, terfanggal tiga
‘April- seribu sémbilan ratus delapan puluh dua (3-4-1982);

bahwa berdasatkan persetujuan tersebut di atas perseroam .-

terbatas : "P.T. Dharmala Sakti Sejabtera” dan *Bangkok Bank
Limitexi” telah bersetuju untuk mendirikan suatu perseroan
terbatas berdasarkan Undang-uadang dan peraturan perundang-
undangan Negara Republik Indonesia dalam Rangka Keputusan:
Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia nomor IKep-122/MK/IV/2f
1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/l{74,. ter-
tanggal tujuh Pebruari seribu sembilan ratus tujub puluh empat
(7-2-1974) dan dengan anggaran dasar sebagaimana disebutkan
di bawah inmi:
C. Merubah pasal 1 ayta 1 anggaran dasar perseroan, schingga
sekarang berbunyi sebgaia berikutk :
1. Perseroan ini bernam: "P.T. BBL Dharmala
Leasing”, berkedudukan di Jakarta, )
D. Merubah pasal 3 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga
sekarang berbunyi sebagai berikut: : :
1. Menjalankan usaha dalam Dbidang leasing.
E. Membah pasal Il ayat 3 anggaran dasar pesseroan, sehingga
sekarang berbunyi sebagal berikut: : .

3. Rapat Direksi diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) buian
sekali, pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit
dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dan diadakkan di tem-
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pat kedudukan Perseroan dengan ketentuan bzhwa panggilan
untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara. tertulis, dikirimkan
dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan
tands 4erima yang layak atau dengan tilgram atau teiex yaog
ditegaskan dengan surat tergatat, panggilan mana harus dikirim-
kan kepada para anggota Plireksi sedixit-dikilnya 14 (smpat
belas) hari sebelumm Rapat yang bersangkutan.

Dalam hel semua anggota Direksi hadir danfatan diwakili
dalam Reyur Direksi, panggilan terlebih dahuly rdak disyarat-
kan '

F. Merubah pasal 13 ayat 4 anggarap dasar perseroan, sehingga
sekatang berbunyl sebagai berikut : : :

4, Para snggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat pada
walidtu yeng ditetapkan oleh Presiden Korcisaris atau Wakil
Presiden Komisatis atau pihek-pihak yang memanggil Rapat
Dewan Komisaris dan diadakan di tempat kedudukan perserc-
an.

G. Merubah “kepale passl” dari pasal 22 anggaran dasar per-

- seroan, sehingge sekarang berbumyi sebagai berikut:

Pembagian keuntupganm
Pasal 22.

Dari segala sesuaty yang tersebut di atas ini, dibuatlah
Akta ini

Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda tangani di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan di-
hadiri oleh Achmad Zaini dan Rudy Arief Setiadi, kedus-duanya
pegsﬂfwailcs{cantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarts, ssbagai
saksi-saksi. .

Segera setelah akia ini dibacakan oleh'saya, Notaris, kepada peng-

hadap dan sakksi-saksi, maka akea ini ditanda tangani oleh peng-
hadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
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Dilangsungkan dengan dua catatan di pinggir, yaitu kedna-duanya
coretan dengan penggantian.

Ditanda tanganj oleh : Nona PIAN PARAMITA TAMZIL;

ACHMAD ZAINIL;
RUDY ARIEF SETIADI;
KARTINI MULJADI, 8.H.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.
.Notaris di Jakeiia,-

KARTINI MULJADI, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri 'Kehakiman Repl-!blik
Indonesia tertanggal 8 Oktober 1982 No. C2-1677-HT01.01.th82.

Diketabui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan; ..

HARSONO ADISUMARTO, SH. MP.A.
NIP, 040005636.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Oktober 1982, akta ini telah di-
daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 38%4.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.
NIF. 040008128.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan Rp. 1.000—
Upa.h tu]is I swl— .

Jumlah  Rp. L5004~
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KUTIPAN dari Daftar Kepuiusan Menteri .Kebakiman tertanggal
8 Oktober 1982 nomor C2-1677-HTO1.01.th82.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca :

1. Surat permohonan tertanggal 23 Juni 1982 No. 388/PT/1982 dari
Dian Paramita Tamzil, pegawai Notaris dalam hal ini selaku
kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

11, Surat Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri tertanggal 12
Agustus 1982 No. S$-3901/MID/1982 yang ditujukan kepada ‘De-
partemen Kehakiman; . )

Menimbang bahwa dalam akea pendirian tidak lerdapat hal-hal
yang bertentangan dengan syarat-syarat yang ‘biasa diperlukan untuk
persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada kebe-
ratan untuk memberikan perseiujuan atas akta pendirian persercan
terbatas yang dimaksud; '

Memutuskan:

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan
terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan ter-
batas: "P.T. BBL Dharmala Leasing’ berke-
dudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 7 Juni 1982 nomor
74 di hadapan Notaris Kartini Muljadi, SH. yang berkedudukan di
Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Seplember 1982
nomor 159 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kautipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk
diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Dafiar tersebut

Direkiur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
HARSONO ADISUMARTO, S.H. M.P.A.
NIP. 040005636,

Bea meterai berjurnlah Rp. 1.800.000,— (satu juta delapan ratas
ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.
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Kepada

Yth. Sdr. Dian Paramita Tamzil
Kuasa dari P.T. BBL. Dhamala- Leasing .- .
d‘a Kantor Notaris Kartini Miljadi, SFH."
Jalan Hayam Wuruk 73

JAKARTA.
Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Oktober 1982, akta ini ielah di-

daftarkan dalam buku register untuk maksud jtu yang berada di
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3894,

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. k.
NIP. 040008128,

Ongkos-ongkos :

Pembukuan Rp. 1.000,—
Upah tulis .,  100—

_h_]umlah Rp. L100,—

1

{Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERCETAKAN NEGARA HI
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